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ABSTRAK: PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PADA KASUS 
KEGAWATDARURATAN MATERNAL NEONATAL DI PUSKESMAS 
KEMBARAN I. WHO menyatakan salah satu aspek utama dalam pelayanan primer 
adalah adanya hubungan yang erat dengan level diatasnya, termasuk KIA. Hal ini dapat 
dilihat dari bagaimana sistem rujukan itu berjalan secara efektif. Upaya pemerintah untuk 
menurunkan AKI dan AKB adalah diselenggarakannya pelayanan kesehatan maternal dan 
neonatal dasar berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan 
ibu dan anak melalui pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Metode penelitian 
yang digunakan kualitatif dengan menggunakan desain penelitian studi kasus, melalui 
wawancara mendalam dengan bidan puskesmas, kepala puskesmas dan pasien yang 
pernah mendapatkan rujukan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber 
daya dan fasilitas yang dimiliki puskesmas sudah sesuai dengan APKK dan APKR. Dana 
yang digunakan oleh masyarakat adalah jaminan kesehatan seperti KIS, BPJS, 
Jamkesmas maupun Jampersal. Pelaksanaan sistem rujukan sudah diawali dengan 
koordinasi menggunakan SIJARIEMAS ke RS jejaring dan konsultasi dengan dokter 
jaga, penatalaksanaan stabilisasi pasien dengan kasus kegawatdaruratan maternal neonatal 
berdasarkan SOP yang berlaku sebelum dilakukan rujukan, proses merujuk pasien ke RS 
jejaring dengan menggunakan ambulan dan didampingi oleh bidan yang kompeten. 
Kesimpulan sumberdaya, sarana prasarana yang dimiliki oleh Puskesmas Kembaran I 
telah memenuhi syarat minimal dalam pelaksanaan penanganan kegawatdaruratan 
maternal neonatal dan proses pelaksanaan rujukan. 
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ABSTRACT: IMPLEMENTATION OF REFERENCE SYSTEMS IN THE CASE OF 
EMERGENCY MATERNAL NEONATAL IN PUSKESMAS KEMBARAN I. WHO 
states that one of the main aspects of primary services including maternal and child 
health is the close relationship with the above levels, this can be seen from how the 
referral system works effectively. Efforts from the government to reduce MMR and IMR 
are by holding quality maternal and neonatal health services. Objectives Improve the 
degree of maternal and child health through effective and efficient health services. 
Method Qualitative research using a case study research design, through in-depth 
interviews with implementing midwives, health centers and patients who have received 
health referrals. Results indicate that the resources and facilities owned by puskesmas 
are in accordance with APKK and APKR. The funds used by the community are health 
insurance such as KIS, BPJS, Jamkesmas and Jampersal. The implementation of the 
referral system has begun with coordination using SIJARIEMAS to the network hospital 
and consultation with the guardian doctor, management of stabilization of patients with 
neonatal maternal emergency cases based on SOPs that apply before referral, the 
process of referring patients to network hospitals using ambulances and accompanied by 
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competent midwives. Conclusion, infrastructure facilities owned by Puskesmas Kembaran 
I have met the minimum requirements in the implementation of maternal neonatal 
emergency management and referral implementation process. 
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PENDAHULUAN 
Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator dari keberhasilan 
pelaksanaan pelayanan kesehatan disuatu wilayah. AKI di Banyumas tahun 2014 
sebanyak 114,73 (%) per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data profil 
kesehatan kabupaten Banyumas tahun 2014 bahwa jumlah kematian ibu sebanyak 
33 orang dengan rincian 13 orang saat kehamilan, 5 orang persalinan dan 15 orang 
saat nifas. Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya angka kematian ibu. 
Salah satu faktor penyebabnya adalah “3 terlambat” yaitu, terlambat mengambil 
keputusan, terlambat mencapai fasilitas pelayanan kesehatan, terlambat 
mendapatkan pelayanan kesehatan. 
Tingginya angka kematian ibu menunjukkan rendahnya kualitas 
pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu. WHO menyatakan bahwa salah satu 
aspek utama dalam pelayanan primer termasuk kesehatan ibu dan anak adalah 
adanya hubungan yang erat dengan level diatasnya, hal ini dapat dilihat dari 
bagaimana sistem rujukan itu berjalan secara efektif. Upaya dari pemerintah untuk 
menurunkan AKI dan AKB adalah dengan diselenggarakannya pelayanan 
kesehatan maternal dan neonatal dasar berkualitas yaitu Pelayanan Obstetri dan 
neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas dan Pelayanan Obstetri dan 
Neonatal Emergensi Komrehensif (PONEK) di Rumah Sakit Kabupaten/ Kota 
dan Rumah Sakit Propinsi. 
Pelayanan rujukan kasus kegawatdaruratan maternal neonatal di 
Puskesmas PONED belum berjalan sesui dengan harapan yang ditargetkan. 
Beberapa indikator menunjukkan tidak semua resiko tinggi dan komplikasi 
ditangani sesuai sistem rujukan dan standar merujuk yang harus melibatkan bidan, 
membawa alat, memberitahukan tentang kondisi pasien kepada keluarga, 
membuat surat rujukan, membawa obat yang dibutuhkan dalam proses rujukan, 
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menyiapkan kendaraan, menyiapkan uang untuk menyelesaikan administrasi, dan 
mempersiapkan donor darah untuk mengantisipasi keadaan darurat 
(BAKSOKUDA). 
Dalam pelaksanaan program kesehatan sangat dibutuhkan sumberdaya 
manusia yang kompeten, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Bidan 
sebagai salah satu sumber daya manusia dalam bidang kesehatan merupakan 
orang yang berada digaris terdepan dan langsung berhubungan dengan wanita 
sebagai sasaran program. Bidan memiliki peran penting dalam melaksanakan 
asuhan komprehensif yang mandiri, kolaborasi, maupun melakukan rujukan yang 
tepat. Oleh karena itu, bidan dituntut untuk mampu mendeteksi secara dini adanya 
tanda dan gejala komplikasi kehamilan, memberikan pertolongan 
kegawatdaruratan, melakukan stabilisasi dan mampu melakukan rujukan dengan 
tepat. 
Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengetahui “Pelaksanaan Sistem 
Rujukan pada Kasus Kegawatdaruratan Maternal Neonatal di Wilayah Kerja 
Puskesmas Kembaran I Banyumas”. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan 
derajat kesehatan ibu dan anak melalui pelayanan kesehatan yang efektif dan 
efisien. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan 
menggunakan desain penelitian studi kasus. Penelitian dilakukan di Puskesmas 
Kembaran 1 Banyumas. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif 
dengan model interaktif dari Hubermans melalui tahapan reduksi data, sajian data 
dan verifikasi.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian dilakukan di komunitas wilayah kerja Puskesmas Kembaran 1 
Banyumas. Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2018. 
Informan primer penelitian ini adalah Bidan Pelaksana (bidan desa dan bidan 
koordinator), sedangkan informan sekunder adalah Kepala Puskesmas dan pasien 
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dengan kegawatdaruratan maternal neonatal yang pernah dilakukan rujukan ke 
Rumah Sakit jejaring. Wawancara mendalam dilakukan pada informan dengan 
menggunakan pedoman wawancara dengan uraian sebagai berikut: 
1. Wawancara dilakukan pada 6 orang informan primer dan 2 orang informan 
sekunder. 
2. Pedoman wawancara dalam penelitian ini difokuskan pada sistem pelaksanaan 
rujukan pada kasus kegawatdaruratan maternal neonatal. 
 
Hasil Wawancara Data Sistem Pelaksanaan Penanganan Kasus 
Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Bidan Puskesmas ke RS jejaring 
1. Ketersediaan Sumberdaya dan Fasilitas yang dimiliki Puskesmas Kembaran I: 
a. Ketersediaan Sumberdaya Manusia/ Tenaga Kesehatan 
Enam orang informan menyatakan SDM/Tenaga Kesehatan yang ada di 
Puskesmas Kembaran I yaitu dokter, dokter gigi, bidan, perawat, perawat 
gigi, promkes, analis laboratorium, kesehatan lingkungan, TU, 
administrasi, dan petugas kebersihan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan 
wawancara sebagai berikut: 
“………SDM terdiri dari bidan, dokter, perawat, laborat, kesling, OB, TU, 
adinistrasi sistem….” Inf 2, Inf 5, Inf 6 
Enam orang informan menyatakan SDM/ tenaga kesehatan yang terlibat 
dalam rujukan adalah bidan dengan latar belakang pendidikan minimal D 
III yang telah mengikuti pelatihan PONED, PPGDON, APN dan CTU. 
Hal ini dapat dilihat dari kutipan hasil wawancara mendalam berikut ini: 
“……Bidan sudah D III semua dan sudah mengikuti pelatihan PONED, 
PPGDON, APN, CTU….” Inf 1, Inf 2, Inf 3, Inf 4 
Enam orang informan juga menyebutkan SDM yang terlibat dalam proses 
pelaksanaan rujukan adalah Tim Merah/tim emergensi yang terdiri dari 6 
bidan yang lebih berkompeten yang telah mengikuti semua pelatihan 
berjumlan 6 bidan. Tim Kuning terdiri dari 8 bidan desa dan Tim Hijau 
terdiri dari 6 bidan kontrak, setiap sift ada Tim merah, Kuning dan Hijau. 
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Karena sesuai dengan peraturan DKK yang mewajibkan persalinan harus 
ditolong oleh 6 tangan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut ini: 
“…. SDM Bidan dipuskesmas ini, disesuaikan dengan ceklist SDM non 
PONED yang di bagi menjadi tim merah, kuning, dan hijau dalam setiap 
shift terdapat 3 orang yang jaga…”  Inf 1, Inf 3, Inf 4, Inf 5, Inf 6 
Pernyataan ini diperkuat oleh informan sekunder yang menyatakan SDM/ 
tenaga Kesehatan yang ada di Puskesmas Kembaran I dan terlibat dalam 
proses rujukan adalah bidan, bidan/perawat, dokter yang shift pada hari 
itu. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut: 
“…setiap shift ada 3 orang petugas (bias bidan atau perawat atau 
dokter)…” Inf 7 
“… bu bidan 2 orang.. dokternya jg ada pagi pas paginya… “ Inf 8 
b. Ketersediaan sarana Prasarana 
Semua informan menyampaikan sarpras di PKM Kembaran I sudah 
lengkap dan sudah sesuai dengan APKK dan APKR. Kelengkapan alat per 
set sesuai kasus disiapkan 3 kali sehari yaitu setiap pergantian sift jaga. 
Hal ini dapat dilihat dari kutipan hasil wawancara berikut ini: 
“…sarana dan prasarana disini sudah cukup lengkap karena sudah sesuai 
dengan APKK dan APKR…” Inf 1 
Pernyataan ini diperkuat dengan wawancara mendalam dengan 2 informan 
menyatakan sarana dan prasarana yang ada di puskesmas kembaan I sudah 
sesuai dengan standar. Ambulan dan driver selalu siap jika terdapat pasien 
yang akan dirujuk. Hal ini dapat dilihat dari kutipan hasil wawancara 
berikut: 
“…alat-alat, obat, selalu dipenuhi sesuai dengan standar APKK dan 
APKR…” Inf 7 
c. Ketersediaan Sumber Dana yang digunakan masyarakat/pasien 
Semua informan menyatakan sumber pendanaaan yang digunakan oleh 
masyarakat/pasien yang ada di wilayah puskesmas Kembaran I dengan 
menggunakan KIS dan BPJS. Dan untuk pasien yang tidak memiliki KIS 
dan BPJS namun termasuk kriteria keluarga tidak mampu oleh tenaga 
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kesehatan disarankan untuk memanfaatkan jampersal. Hal ini dapat dilihat 
dari kutipan hasil wawancara berikut ini: 
“…sumber pendanaan mayoritas menggunakan KIS, BPJS, Jampersal…” 
Inf 5 
Hal ini sesuai dengan informan triangulasi yang menyatakan sumber dana 
yang digunakan oleh masyarakat/pasien yang ada di wilayah Puskesmas 
Kembaran I dengan menggunakan BPJS, Jamkesda atau Jampersal 
“…pendanaan menggunakan KIS non PBI dan Pemerintah, Jamkesda dan 
jika tidak ada semua menggunakan dana Jampersal…” Inf 7 
Puskesmas Kembaran I merupakan puskesmas non rawat inap. Puskesmas 
non rawat inap merupakan puskesmas yang tidak menyelenggarakan 
pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal. 
Berdasarkan hasil penelitian, SDM/Tenaga Kesehatan yang ada di 
Puskesmas Kembaran I yaitu dokter, dokter gigi, bidan, perawat, perawat gigi, 
promkes, analis laboratorium, kesehatan lingkungan, TU, administrasi, dan 
petugas kebersihan. Hal ini sesuai dengan Pemenkes No. 75 tahun 2014 
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menunjukkan bahwa 
Sumber Daya Manusia/ Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang 
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan 
atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis 
tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan kesehatan. Jenis Tenaga 
Kesehatan terdiri atas dokter atau dokter layanan primer; dokter gigi; perawat; 
bidan; tenaga kesehatan masyarakat; tenaga kesehatan lingkungan; tenaga 
gizi; dan tenaga kefarmasian. Tenaga Non Kesehatan terdiri dari tenaga 
ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi dan kegiatan 
operasional lain di Puskesmas.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama maupun 
informan pendukung sarana prasarana di PKM Kembaran I sudah lengkap dan 
sudah sesuai dengan APKK dan APKR. Kelengkapan alat per set sesuai kasus 
disiapkan 3 kali sehari yaitu setiap pergantian sift jaga. Puskesmas harus 
memiliki sarana prasarana dan peralatan berdasarkan Permenkes No.75 tahun 
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2014 tentang pusat kesehatan masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian Handayani (2010) bahwa sarana prasarana yang memadai untuk 
kelengkapan bekerja dapat meningkatkan kinerja tenaga kesehatan. Menurut 
UNICEF, 2012 menyebutkan bahwa perlatan dan obat untuk proses rujukan 
harus selalu disediakan dan siap 24 jam di tempat layanan khususnya di UGD 
baik Puskesmas PONED maupu Puskesmasn Perawatan. Hasil penelitian ini 
juga sejalan dengan penelitian Handayani (2013) yang menyatakan tanpa 
adanya sarana prasana maka tugas pekerjaan tidak dapat diselesaikan 
sebagaimana seharusnya, pekerjaan tidak mungkin dapat dilakukan. 
Ketersediaan sarana prasarana merupakan faktor penentu kinerja.  
Sumber pendanaaan yang digunakan oleh masyarakat/pasien yang ada 
di wilayah puskesmas Kembaran I dengan menggunakan KIS dan BPJS. Dan 
untuk pasien yang tidak memiliki KIS dan BPJS namun termasuk kriteria 
keluarga tidak mampu oleh tenaga kesehatan disarankan untuk memanfaatkan 
jampersal.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukanan 
Adisasmito, W (2007) dalam Wahyuni (2012) bahwa asuransi kesehatan 
merupakan suatu alat yang dapat membantu masyarakat agar dapat melakukan 
pemeliharaan kesehatan tanpa terbebani dengan masalah ekonomi/keuangan. 
Asuransi kesehatan mempunyai peran yang sangat penting dalam 
pemeliharaan keshatan masyarakat terutama pada saat sakit, sehingga 
kebutuhan masyaakat akan pelayanan kesehatan terpenuhi dan pembiayaan 
kesehatan dapat lebih terjamin. 
2. Pelaksanaan proses rujukan di Puskesmas Kembaran I: 
a. Proses Stabilisasi yang dilakukan dalam penatalaksanaan awal 
kegawatdaruratan 
Enam orang informan menyatakan proses stabilisasi yang dilakukan untuk 
penatalaksanaan awal kegawatdaruratan sudah sesuai dengan SOP 
penangan kasus tersebut berdasarkan hasil konsultasi dengan dokter 
penanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari kutipan hasil wawancara 
berikut ini: 
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“…kasus kegawatdaruratan maternal neonatal dilakukan stabilisasi 
sesuai SOP, konsul ke dokter kemudian dilakukan pendampingan ke bidan 
ke RS jejaring…” Inf 3 
Hal ini juga di perkuat dengan pernyataan informan sekunder yang 
menyatakan proses stabilisasi yang dilakukan dalam penatalaksanaan awal 
kasus kegawatdaruratan maternal neonatal dilakukan stabilisasi sesuai 
dengan SOP yang kemudian dilanjutkan untuk didampingi bidan hingga 
ke tempat rujukan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan hasil wawancara 
berikut ini: 
“…dilakukan sesuai dengan SOP/Cheklist.. sistem rujukan menggunakan 
sijariemas… “ Inf 7 
b. Proses pengelolaan calon donor darah, dana sosial dan transportasi 
pelaksanaan rujukan 
Berdasarkan enam informan menyatakan pengelolaan donor darah 
dikoordinir oleh desa dan daftar nama calon donor darah diserahkan 
kepada Puskesmas. Dana sosial ibu hamil sudah tidak berjalan sejak 
adanya BPJS, KIS dan jaminan kesehatan lainnya. Hal ini dapat dilihat 
dari kutipan hasil wawancara berikut ini: 
“…pengelolaan calon donor darah didata oleh puskesmas melui 
desa..dansos sekarang tidak ada.. ibu hamil sudah punya jaminan BPJS, 
KIS atau Jampersal..” Inf 5 
Transportasi dalam pelaksanaan rujukan menggunakan ambulan 
Puskesmas untuk menuju ketempat rujukan. Hal ini dapat dilihat dari 
kutipan hasil wawancara berikut ini:  
“… Transportasi rujukan menggunakan ambulan puskesmas..” Inf 1 
Dua orang informan menyatakan pengelolaan donor darah dikelola oleh 
Puskesmas melalui desa dan transportasi rujukan dengan ambulan dari 
puskesmas. Hal ini dapat dilihat dari kutipan hasil wawancara berikut ini: 
“…pengelolaan calon donor darah oleh pskesmas melalui desa.. 
transportasi dengan ambulan dari puskesmas…” Inf 7 
116 Bidan Prada: Jurnal Publikasi Kebidanan, Vol. 9 No. 2 Edisi Desember 2018, hlm. 108-120 
c. Peran Bidan dalam proses pelaksanaan rujukan hingga mencapai tempat 
rujukan 
Semua informan menyatakan peran bidan dalam proses pelaksanaan 
rujukan hingga mencapai tempat tujuan. Bidan memeriksa pasien, 
melakukan stabilisasi pra rujukan selama perjalanan mendampingi pasien 
ke tempat rujukan dan melakukan serah terima dengan tenaga kesehatan 
yang ada di RS jejaring. Pada proses rujukan, bidan juga menyiapkan 
administrasi rujukan dimulai dengan menghubungi RS rujukan, membawa 
surat rujukan dan syarat-syarat rujukan lainnya termasuk untuk 
penyelesaian biaya administrasi yang akan digunakan oleh pasien. Hal ini 
dapat dilihat dari kutipan hasil wawancara berikut ini: 
“…peran bidan melakukan stabilisasi, komunikasi dg RS rujukan, 
pendampingan selama perjalanan dan serah terima pasien di RS 
rujukan…” Inf 6 
Pernyataan ini diperkuat dengan hasil wawancara mendalam dengan 
informan triangulasi, menyatakan peran bidan dalam proses pelaksanaan 
rujukan hingga mencapai tempat rujukan sesuai dengan SOP, 
mempersiapkan alat, surat dan admnistrasi lain sampai Rumah Sakit 
rujukan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan hasil wawancara berikut ini: 
“…melaksanakan rujukan sesuai dengan SOP baik saat di puskesmas, 
maupun perjalanan sampai RS rujukan…” Inf 7 
d. Proses pendokumentasian hasil stabilisasi dan kelengkapan informasi 
untuk rujukan 
Enam orang informan menyatakan pendokumentasian proses rujukan 
menggunakan sistem SIJARIEMAS, dan dengan menggunakan metode 
SOAP yang dilengkapi dengan status kegawatdaruratan maternal neonatal, 
surat rujukan, lampiran (partograf, hasil laboratorium dll). Hal ini dapat 
dilihat dari kutipan hasil wawancara berikut ini: 
“…pendokumentasian rujukan menggunakan sistem online SIJARIEMAS, 
dokumen surat rujukan dilengkapi dengan status pasien, pencatatan 
menggunakan metode SOAP…” Inf 1 
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Wawancara dengan informan menyatakan sistem dokumentasi 
menggunakan dokumentasi manual (SOAP) untuk Puskesmas dan dengan 
sistem SIJARIEMAS. Hal ini dapat dilihat dari kutipan hasil wawancara 
berikut ini: 
“… pendokumentasian selalu menggunakan sistem SIJARIEMAS dan 
dokumentasi manual menggunakan SOAP untuk administrasi 
Puskesmas…” Inf 7 
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 001 Tahun 2012 tentang 
sistem rujukan perseorangan pasal 6, 11, 13 menyatakan dalam rangka 
meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas 
pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai 
kebutuhan. Setiap pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban merujuk pasien 
bila keadaan penyakit atau permasalahan kesehatan memerlukannya kecuali 
dengan alasan yang sah dan mendapatkan persetujuan dari pasien atau 
keluarga. Sebelum melakukan rujukan harus melakukan tindakan stabilisasi 
kondisi pasien sesuai indikasi medis dan sesuai dengan kemampuan untuk 
tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan. Melakukan 
komunikasi dengan penerima rujukan, dan membuat surat rujukan 
disampaikan kepada penerima rujukan. Dan pada pasal 17 disebutkan bahwa 
rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh penerima 
rujukan. Penerima rujukan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan 
kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan. 
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa saat menerima pasien 
dengan kegawatdaruratan obstetric neonatal, tenaga kesehatan Puskesmas 
Kembaran I akan melakukan proses stabilisasi untuk penatalaksanaan awal 
yang dilakukan sesuai dengan SOP, dilanjutkan komunikasi dengan RS 
penerima rujukan melalui SIJARIEMAS, pendampingan bidan hingga ke 
tempat rujukan dengan membawa surat rujukan dan status kesehatan pasien. 
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori yang dnyatakan oleh USAID 
(2014) bahwa proses stabilisasi merupakan komponen penting bagi semua 
penolong komplikasi ibu dan bayi/neonates, harus dilaksanakan disetiap 
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tingkat pelayanan sebelum melaksanakan rujukan karena dapat berkontribusi 
pada penyelamatan ibu, dan bayi/neonates. Setelah melakukan stabilisasi 
maka penolong harus mengantar pasien ke sasaran fasilitas rujukan dengan 
kemampuan diatasnya. Hasil penelitian ini juga 
Komponen transportasi dalam proses rujukan merupakan komponen 
penting dalam penanganan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal 
(BBL). Transportasi perlu disiapkan selama 24 jam mengingat waktu emas 
beberapa kasus sangat singkat, bahkan untuk perdarahan postpartum misalnya 
hanya 2 jam saja. Hal ini mendukung hasil penelitian ini yang menyebutkan 
bahwa Puskesmad Kembaran I memiliki Ambulan dengan supir yang siap 
selama 24 jam. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prooses 
pendokumentasian kasus telah dilakukan oleh petugas kesehatan baik dalam 
bentuk SOAP untuk laporan puskesmas maupun dokumentasi surat rujukan 
yang dibawa oleh tenaga kesehatan pada saat melakukan rujukan ke rumah 
sakit, setelah mendapatkan penangan dirumah sakitpun, puskesmas juga akan 
mendapatkan surat balasan terkait dengan laporan pelayanan kesehatan yang 
dilakukan oleh RS. Hal ini sesuai dengan Permenkes 001 tahun 2012 tentang 
sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan pasal 19 yang menyebutkan 
bahwa pencatatan dan pelaporan harus dilakukan oleh perujuk maupun 
penerima rujukan sesuai peraturan perundang-undangan. 
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Afari 
(2014) yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan harus mampu mengenali 
tanda bahaya secara tepat waktu sehingga dapat merujuk pasien tepat waktu. 
Hal ini untuk menghindari pasien dalam keadaan yang parah ketika sampai 
rumah sakit.  Sehingga, tindakan bidan untuk segera merujuk pasien dengan 
terlebih dahulu melakukan pertolongan /stabilisasi pada pasien merupakan 
upaya untuk dapat merujuk pasien tepat waktu. Pada proses rujukan juga perlu 
didampingi oleh tenaga professional sangat penting karena pada prosesnya 
akan membantu dan memberikan asuhan atau tindakan setiap waktu kepada 
pasien.  Penggunaan ambulan juga sangat dianjurkan untuk merujuk pasien 
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dengan alasan didalamnya terdapat peralatan dan obat-obatan yang harus 
tersedia selama perjalanan menuju tempat rujukan untuk memberikan 
penanganan pada kasus emergensi. Selain itu juga disebutkan bahwa harus 
melakukan domuntesai pada setiap rujukn yang dilakukan, termasuk di rumah 
sakit rujukan, karena dokumentasi yang baik dapat mengindikasikan 
pelaksanaan rujukan yang baik. 
 
SIMPULAN 
Kesimpulan dari penelitian “Pelaksanaan Sistem Rujukan pada Kasus 
Kegawatdaruratan Maternal Neonatal/ ibu hamil dengan resiko diwilayah Kerja 
Puskesmas Kembaran I” adalah : (1) Sumberdaya manusia, sarana prasarana yang 
dimiliki oleh Puskesmas Kembaran I telah memenuhi syarat minimal dalam 
pelaksanaan penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal dan proses 
pelaksanaan rujuka; dan (2) Pada proses pelaksanaan rujukan, ketika ada pasien 
dengan kegawatdaruratan di puskesmas kembaran 1, dilakukan tindakan 
stabilisasi sesuai dengan kasus yang terjadi oleh tim (Dokter, Bidan, Bidan) atau 
(Dokter, Bidan, Perawat) sebelum pasien dirujuk ke Rumah Sakit Jejaring. 
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